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Buku ini menyajikan kajian mendalam mengenai Undang-Undang Cipta
Kerja dan implikasinya terhadap masyarakat adat di Indonesia dalam konteks
pembangunan ekonomi dan regulasi sumber daya alam. Buku ini diawali dengan
pemaparan latar belakang lahirnya UU Cipta Kerja serta bagaimana posisi
masyarakat adat seringkali berada dalam situasi yang rentan akibat perubahan
kebijakan pembangunan nasional.

Dalam pembahasan utama, buku ini menguraikan dampak UU Cipta Kerja
terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam hal pengakuan dan
perlindungan wilayah adat yang menjadi sumber keberlangsungan budaya dan
kehidupan mereka. Buku ini juga menyoroti perizinan investasi yang berpotensi
menimbulkan tumpang tindih lahan serta memicu konflik sosial dan kriminalisasi
terhadap masyarakat adat.

Analisis kritis buku ini meliputi ketidaksesuaian norma-norma dalam UU
Cipta Kerja dengan ketentuan konstitusional, terutama hak-hak masyarakat adat
yang dilindungi oleh UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini
mengupas bagaimana regulasi yang seharusnya memberikan kepastian hukum
justru menimbulkan ketidakadilan dan kerentanan bagi masyarakat adat.

Lebih lanjut, buku ini membahas berbagai strategi resistensi dan advokasi
yang dijalankan oleh masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan
hukum, politik, serta gerakan sosial akar rumput menjadi fokus penting dalam
menghadapi tantangan regulasi tersebut. Buku ini juga mengajukan gagasan
transformasi kebijakan yang menempatkan pembangunan berkelanjutan dan
kearifan lokal sebagai landasan utama dalam tata kelola sumber daya alam dan
perlindungan masyarakat adat.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, buku ini menjadi
rujukan penting bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan aktivis yang
berkepentingan dalam isu pembangunan, hak asasi manusia, dan perlindungan
masyarakat adat. Buku ini tidak hanya menghadirkan kritik tajam terhadap kebijakan
yang ada, tetapi juga menawarkan solusi dan rekomendasi yang konstruktif demi
mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
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PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ilahi rabbi
penulis merasa berbahagia atas terwujudnya buku yang berjudul
Masa Depan Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Cipta Kerja. Buku yang sederhana, ringkas dan mudah
dipahami ini. Terdorong keinginan oleh niat yang tulus dan ikhlas
guna memperkaya khazanah keilmuan ilmu hukum bagi para
mahasiswa dan masyarakat pembaca untuk memahami dan
mengalih nilai-nilai dalam hukum adat dan membaca masa depan
masyarakat adat yang ada di Indonesia ditengah dinamikan
perpolitikan yang sangat dinamis ini.

Keinginan penulis dalam memperluas kajian pemikiran
hukum khususnya dalam hukum adat merupakan bagian dari
pengejawantahan untuk turut ambil bagian dalam menggali nilai-
nilai adat yang merupakan khazanah ke indonesiaan yang harus
dilestarikan dan di lindungi. Atas tersusunnya buku ini penulis tak
lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada
teman-teman saya mas herfindo, mbak yulia, bang muadin, bang
safrinal, bang hafizal, mas Mahfud, mas Bambang supriadin, mas
fakhril, mas gilang dan para rekan seperjuangan MH 54 universitas
islam Indonesia yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih
banyak juga kepada orang tua yang mendidik saya yang terus
memberikan Pendidikan yang begitu luar biasa semoga almarhuma
ibu bisa Bahagia dan teruntuk bapak keringat mu akan dibalas
dengan anak mu yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk
orang banyak.

Buku ini berjudul Masa depan masyarakat adat pasca
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja sebagai
khazanah hukum yang sangat berharga untuk terus dikaji karena
itu, hukum adat kini dalam dilematis sekali apalagi pasca undang-
undang cipta kerja hukum adat kini telah menjadi tantangan sendiri
yang menjadikan hukum adat dalam dilematis.
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Akhirnya dengan rasa kerendahan hati, semoga buku ini
menjadi setitik harapan yang membasahi dahaga keilmuan
khususnya ilmu hukum dan semoga buku ini dapat memberikan
kemanfaatan bagi semua orang.

Yogyakarta Juli 2025

Herwansyah S.H
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Jika hukum tidak melindungi yang paling rentan, maka ia bukan hukum
yang adil,
Dan jika negara membiarkan hukum membungkam suara adat,
Maka negara telah kehilangan moralitas konstitusionalnya.
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BAB

TENTANG CIPTA KERJA

A. Latar Belakang Lahirnya UU Cipta Kerja

Landasan konseptual disusunnya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berkaitan erat dengan
orientasi pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin pada awal tahun 2020
yang menempatkan pembangunan sektor ekonomi sebagai
prioritas utama. Pemerintah meyakini bahwa arus investasi,
khususnya dari investor bermodal besar, akan menjadi solusi
strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional
dan menekan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, disusunlah suatu Kebijakan normatif
yang bertujuan Menghadirkan kondisi yang kondusif bagi
investasi lebih Memungkinkan terjadinya. Namun demikian,
dalam praktiknya, substansi dari regulasi tersebut justru
menimbulkan kekhawatiran. Alih-alih memberikan
perlindungan dan memperluas kesempatan kerja bagi warga
negara, regulasi ini dinilai membuka celah dominasi korporasi
Termasuk tenaga kerja dari luar negeri, yang berpotensi
mengeksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya
manusia di Indonesia. Regulasi yang dimaksud adalah
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Otoritas negara menyakini bahwa RUU Cipta Kerja dapat
menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 2,7 sampai 3 juta
pertahun dan Meningkatkan efektivitas upaya pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,7% sampai
dengan 6,0%. RUU Cipta Kerja menggadang-gadang metode
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UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA DAN PARADIGMA
PEMBANGUNAN EKONOMI

Tujuan dan Semangat Omnibus Law

Menurut presiden, omnibus law dibuat dengan tujuan
utama mengatasi berbagai hambatan regulasi yang selama ini
dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan
penyederhanaan, pemotongan, dan pengurangan jumlah
peraturan agar sistem regulasi menjadi lebih efisien. Selain itu,
langkah ini juga bertujuan untuk mencegah ketidakharmonisan
antar peraturan yang dapat menimbulkan konflik dalam
pelaksanaannya.

Akibatnya hukum terjadi disharmonisasi peraturan
perundang-undangan, antara lain munculnya ketidakpastian
hukum pelaksanan peraturan perundang-undangan menjadi
tidak efektif dan efisien, terjadinya perbedaan interprestasi
Apabila suatu regulasi hukum tidak diimplementasikan secara
tepat, maka peran hukum sebagai acuan normatif bagi perilaku
masyarakat dan kebijakan pemerintah menjadi terhambat dalam
menjalankan fungsinya secara efektif. Penanganan atas tumpang
tindihnya peraturan tidak dapat semata-mata bergantung pada
harmonisasi, melainkan juga membutuhkan pendekatan hukum
yang lebih progresif, yakni melalui langkah penyederhanaan
kerangka regulasi dan reformulasi peraturan perundang-
undangan secara terpadu.

Terdapat tiga tujuan utama yang ingin diwujudkan
melalui penerapan konsep omnibus law atau omnibus bill di
Indonesia:



BAB

DAMPAK UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA TERHADAP
HAK-HAK MASYARAKAT

ADAT

A. Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat

Masyarakat adat diatur dalam pasal 3 Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) yaitu dengan mengingat ketentuan-
ketentuan dalam pasal 1 dan 2 Pelaksanaan hak ulayat serta hak-
hak serupa yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat,
sepanjang masih diakui keberadaannya, harus dijalankan
sedemikian rupa agar sejalan dengan kepentingan nasional dan
negara. Pelaksanaan tersebut harus berlandaskan pada prinsip
persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

Hak ulayat merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh
masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu, yang
mencakup kewenangan untuk mengelola, memanfaatkan, dan
mengambil manfaat dari sumber daya alam yang terdapat di
atas tanah tersebut guna mendukung kelangsungan hidup serta
keberlanjutan masyarakat adat yang bersangkutan.?

Dalam konteks masyarakat hukum adat tertentu, hak
ulayat dapat terbentuk sebagai konsekuensi dari pemisahan
suatu kelompok dari masyarakat hukum adat induk, yang
kemudian berkembang menjadi komunitas hukum adat yang

24 Sigit Sapto Nugroho Mohamad Tohari, Mudji Rahardjo “Hukum
Agraria indonesia” penerbit pustaka iltizam 2017 hlm 55

%5 M.yazid fathoni “ Pengantar Hukum Agraria” penerbit sanabil 2020
hlm 87

31



BAB

A.

54

KETIMPANGAN REGULASI
UU CIPTA KERJA
VS KONSTITUSI

Hak Masyarakat Adat dalam UUD 1945 dan Putusan MK

Pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak-hak
masyarakat hukum adat (KMHA) tercantum dalam Pasal 18B
Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sementara
perlindungan terhadap masyarakat tradisional diatur dalam
Pasal 281 Ayat (3) UUD 1945. Penting untuk menegaskan bahwa
terdapat perbedaan regulatif antara KMHA dan masyarakat
tradisional. KMHA dikaitkan dengan ketentuan mengenai
pemerintahan daerah, sedangkan masyarakat tradisional lebih
berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).

Sebelum membahas lebih jauh mengenai istilah
“pengakuan” dan “penghormatan”, perlu diperhatikan dua
istilah dalam bahasa Inggris yang relevan secara internasional,
yaitu recognition dan legitimation. Menurut Kamus Encarta,
recognition dalam konteks politik diartikan sebagai “penerimaan
formal terhadap keberadaan suatu negara secara merdeka dan
sah”. Sementara itu, legitimation lebih menitikberatkan pada
aspek hukum, yakni “kepatuhan terhadap hukum atau
ketentuan yang berlaku”, serta dapat pula dimaknai sebagai
“pembentukan legalitas melalui peraturan, perubahan, atau
pencabutan hukum”.

Karakteristik tersebut melekat pada entitas yang oleh
pemerintah disebut sebagai lembaga adat. Dengan pendekatan
demikian, pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan
dan hak-hak masyarakat hukum adat (KMHA) maupun
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STUDI KASUS

Kasus Nyata Dampak UU Cipta Kerja terhadap Masyarakat
Adat di Daerah

Tanah bagi Orang Asli Papua (OAP) memiliki makna
yang jauh melampaui sekadar ruang tempat tinggal; ia
merupakan simbol identitas, harga diri, serta warisan budaya
yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, eksistensi
tanah adat sebagai penopang utama kehidupan masyarakat adat
Papua saat ini tengah terancam oleh praktik perampasan yang
berlangsung atas nama pembangunan, investasi, dan
kepentingan oligarki. Negara, yang secara konstitusional
seharusnya menjadi pelindung hak-hak masyarakat adat, justru
kerap kali terlibat secara langsung dalam proses marginalisasi
ini.

Di berbagai wilayah Papua, kolaborasi antara pemerintah
dan korporasi telah mengakibatkan perampasan tanah adat
melalui legitimasi proyek-proyek strategis nasional, perizinan
perkebunan, kegiatan pertambangan, serta pembangunan
infrastruktur yang tidak mengakomodasi kepentingan
masyarakat lokal. Salah satu contoh yang paling mencolok
adalah ekspansi industri kelapa sawit, yang telah menyebabkan
kerusakan ekologis dan hilangnya ribuan hektare hutan adat.
Pengambilalihan lahan tersebut sering dilakukan tanpa
memperoleh persetujuan yang bebas, didahulukan, dan
diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat, serta acap kali
disertai praktik intimidasi dan manipulasi regulasi hukum.
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RESISTENSI DAN
STRATEGI ADVOKASI

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas Adat

Masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting
dalam mendorong peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui
mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh publik.
Pengawasan publik mencakup berbagai tindakan yang diambil
oleh masyarakat untuk mengevaluasi kinerja birokrasi serta
menjamin bahwa birokrat mematuhi ketentuan hukum serta
regulasi yang berlaku. Fungsi pengawasan ini memiliki
kontribusi  signifikan dalam memperkuat akuntabilitas
pemerintahan, terutama terkait efektivitas penyelenggaraan
pelayanan publik.

Dengan  adanya  pengawasan yang  optimal,
penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih transparan dan
bertanggung jawab. Beberapa bentuk pengawasan publik yang
umum digunakan antara lain lembaga pengawas independen,
mekanisme pengaduan masyarakat, serta evaluasi kinerja secara
berkala. Melalui pendekatan pemantauan yang sistematis,
berbagai kelemahan dalam pelayanan dapat diidentifikasi dan
diperbaiki guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan.

Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam
mengawasi birokrasi berperan penting dalam meminimalkan
risiko penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Selain
itu, partisipasi Masyarakat sipil juga berperan sebagai instrumen
vital dalam menegakkan akuntabilitas birokrasi terhadap
kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan.
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TRANSFORMASI KEBIJAKAN
DAN TATA KELOLA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL

A. Reformulasi Kebijakan Pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan pada era reformasi
dirancang agar menghasilkan perencanaan yang tersusun secara
sistematis, berkelanjutan, dan dapat diimplementasikan dengan
baik, serta mencerminkan aspirasi masyarakat melalui
partisipasi berbagai elemen bangsa. Mengacu pada ketentuan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, proses perencanaan
pembangunan terdiri atas empat tahapan utama, vyaitu,
penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian
pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.
Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara terus-
menerus dan membentuk suatu siklus perencanaan yang
terpadu.

Pada masa reformasi, proses penyusunan perencanaan
pembangunan diatur secara lebih terstruktur dan mendalam.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program
Presiden, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional. RPJM Nasional mencakup
strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program
yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga serta program
lintas Kementerian Lembaga, aspek kewilayahan dan lintas
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. Kerangka
ekonomi makro ini memuat gambaran menyeluruh kondisi
perekonomian, termasuk arah kebijakan fiskal, dan dituangkan
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BAB
JAMINAN TERHADAP
MASYARAKAT ADAT

A. Refleksi dan Harapan terhadap Keberlanjutan Masyarakat
Adat Ditengah Arus Investasi

Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko
Widodo, sejumlah kebijakan yang dihasilkan dinilai telah
memberikan dampak negatif terhadap keberadaan dan hak-hak
Masyarakat Adat. Pemerintahan ini dianggap belum
menunjukkan komitmen yang kuat dalam
mengimplementasikan amanat konstitusi UUD 1945, serta
dinilai gagal merealisasikan janji-janji politiknya terkait
perlindungan terhadap Masyarakat Adat.

Dalam praktiknya, tidak tampak adanya itikad baik yang
konsisten dari negara untuk secara aktif memperjuangkan
kepentingan dan keberpihakan terhadap kelompok ini.
Sebaliknya, banyak kebijakan yang justru lebih berorientasi pada
ekspansi sektor bisnis dan ekonomi, di mana kekuasaan negara
digunakan untuk memperkuat kepentingan kelompok-
kelompok elit ekonomi atau oligarki. Hal ini mencerminkan
adanya kecenderungan penggunaan instrumen negara demi
melanggengkan dominasi kekuasaan dan modal, yang sering
kali bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh
rakyat, termasuk Masyarakat Adat.

Permasalahan tersebut tercermin dalam lahirnya
sejumlah produk hukum seperti revisi Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK),
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